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ABSTRACT 

Coffee is one of the world's most traded agricultural commodities, but sustainability in its value chain remains 
an issue. While governments, companies, and non-governmental organizations (NGOs) play a strategic role in the 
value chain, the gatekeepers of sustainability, namely coffee farmers, have a weak position. Cross-sector 
partnerships have the potential to serve as an innovative mechanism to address sustainability issues in coffee value 
chains by changing the relationships between key actors in the chain to make them more equitable and mutually 
beneficial. However, the capacity of partnerships to do this empirically is still unknown, especially when linked to 
the farmer context. This paper uses a literature review method to analyze partnership capacity from the perspectives 
of governance and development studies. The results of the review show that the governance perspective sees 
partnerships as initiators and agents of change in the coffee value chain. On the other hand, the development 
perspective critically views partnerships driven by businesses and NGOs still having ambiguous impacts on farmers. 
As part of the neoliberal agenda, partnership seems unable to provide solutions to various gaps in the coffee value 
chain. Thus, the partnership needs to be improved by adopting a more inclusive business model that involves all 
stakeholders and is built with a bottom-up perspective that considers the local situation and context.  
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ABSTRAK 

Kopi merupakan salah satu komoditas pertanian yang paling banyak diperdagangkan secara global, tetapi 
keberlanjutannya masih menjadi isu di dalam rantai nilainya. Sementara pemerintah, perusahaan, dan Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) memainkan peran strategis dalam rantai nilai, namun aktor utama keberlanjutan yaitu 
petani kopi justru memiliki posisi yang lemah. Kemitraan lintas sektor memiliki potensi sebagai mekanisme inovatif 
untuk mengatasi masalah keberlanjutan dalam rantai nilai kopi, dengan mengubah hubungan antara para pelaku 
utama dalam rantai agar lebih setara dan saling menguntungkan. Namun, kapasitas kemitraan untuk melakukannya 
secara empiris masih belum diketahui, terutama apabila dikaitkan dengan kontekstual petani. Tulisan ini 
menggunakan metode tinjauan literatur untuk menganalisis kapasitas kemitraan dari perspektif studi tata kelola 
dan perspektif studi pembangunan. Hasil reviu menunjukkan bahwa perspektif tata kelola melihat kemitraan 
sebagai inisiator dan agen perubahan di dalam rantai nilai kopi. Perspektif pembangunan sebaliknya secara kritis 
memandang kemitraan yang dimotori oleh bisnis dan LSM, masih memiliki dampak ambigu bagi petani. Sebagai 
bagian dari agenda neoliberal, kemitraan tampaknya belum mampu memberikan solusi bagi berbagai kesenjangan 
dalam rantai nilai kopi. Implikasinya adalah kemitraan perlu berbenah dengan cara mengadopsi model bisnis yang 
lebih inklusif yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan dibangun dengan perspektif bottom-up yang 
mempertimbangkan situasi dan konteks lokal. 

Kata kunci: kemitraan, kopi, rantai nilai, standardisasi, sertifikasi, tata kelola 

PENDAHULUAN 

Kopi merupakan komoditas bernilai tinggi di 
tingkat global, dengan nilai tambah yang tinggi, 
dan telah lama menjadi komoditas ekspor 
andalan Indonesia. Namun demikian, belum 
seluruh pelaku dalam rantai nilai kopi 
mendapatkan manfaat yang adil dan 
memuaskan, terutama petani kecil. Hal ini terjadi 

karena para pelaku umumnya bekerja sendiri-
sendiri sehingga rentan terjadi eksploitasi 
dan/atau ketidakseimbangan kekuatan  ekonomi 
(misalnya, daya tawar dan modal) di dalam rantai 
nilai. Dengan demikian, sistem rantai nilai yang 
berlangsung membutuhkan kemitraan antar-
pelaku agar dapat berjalan secara berkelanjutan. 

Kopi merupakan komoditas pionir untuk 
penerapan standar dan sertifikasi berkelanjutan  
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(Partzsch et al. 2021; Renard 2022). Standar 
berkelanjutan merupakan dokumentasi kriteria-
kriteria khusus yang berfungsi sebagai definisi, 
aturan, dan pedoman untuk memastikan bahwa 
kopi diproduksi, diproses, dan diperdagangkan 
sesuai dengan pilar berkelanjutan (sosial, 
ekonomi, dan lingkungan). Sertifikasi adalah 
prosedur dimana pihak ketiga memberikan 
jaminan tertulis (sertifikat) bahwa suatu produk 
dan proses telah sesuai dengan standar (Delmas 
and Gergaud 2021; Dos Santos et al. 2021). Para 
pemrakarsa mengklaim bahwa standar dan 
sertifikasi dibentuk berdasarkan Teori Perubahan 
(the Theory of Change) (de Janvry and Sadoulet 
2020). Teori Perubahan memiliki premis bahwa 
pelatihan praktik pertanian yang lebih baik, dan 
organisasi petani yang lebih baik, dapat 
meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi. 
Selanjutnya, produksi kopi yang lebih 
berkelanjutan akan tercapai dan pada akhirnya 
meningkatkan mata pencaharian petani kecil 
(Glasbergen 2018). 

Kekhawatiran konsumen terhadap kondisi 
lingkungan dan sosial produksi kopi telah 
mendorong berkembangnya kemitraan antar-
aktor swasta global, terutama antara bisnis dan 
LSM di dunia barat. Kemitraan tersebut 
menghasilkan inisiatif keberlanjutan dalam 
bentuk beragam skema standar dan sertifikasi 
keberlanjutan dan klaim tentang pelabelan. Di 
Indonesia, struktur pasar kopi yang cenderung 
oligopsoni menyebabkan aktor swasta, terutama 
perusahaan-perusahaan global/multinasional, 
memiliki pengaruh yang dominan dalam tata 
kelola rantai komoditas kopi (Wahyudi et al. 
2020). Standar dan sertifikasi yang mulanya 
diklaim bersifat sukarela, telah menjadi de facto 
keharusan bagi petani kecil untuk dapat 
mengakses pasar global. Untuk itu dibutuhkan 
pemahaman yang lebih baik tentang kemitraan 
dalam rantai nilai komoditas pertanian, 
khususnya kopi, sehingga memberikan peluang 
untuk terciptanya teori dan aplikasi kemitraan 
yang lebih luas. Mekanisme kemitraan yang 
menjadi perhatian adalah standar dan sertifikasi 
berkelanjutan (sustainability standard and 
certification) yang ada di dalam rantai nilai kopi.  

Tulisan ini menyampaikan hasil analisis 
kapasitas kemitraan lintas sektor dalam 
mendorong perubahan berkelanjutan di dalam 
rantai nilai komoditas kopi, dengan 
memfokuskan analisis berdasarkan perspektif 
dua untaian literatur (literature strand), yaitu 
literatur studi pembangunan (development study) 
dan literatur studi tata kelola (governance study). 
Kedua untaian literatur tersebut, dari perspektif 
yang berbeda, dapat menjelaskan kapasitas dan 
implikasi kemitraan sebagai pengaturan 

kelembagaan baru (new institutional 
arrangements) di rantai nilai komoditas 
pertanian. Walaupun mengakui potensi 
kemitraan, kedua untaian literatur tersebut 
mempertimbangkan isu-isu kritis yang 
mempertanyakan kapasitas kemitraan untuk 
memenuhi harapan pembangunan pertanian 
berkelanjutan.  

Penulisan artikel ini menggunakan metode 
studi literatur. Proses melakukan ulasan literatur 
dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap pertama 
adalah mencari studi-studi tentang kemitraan 
dengan memanfaatkan mesin pencari (search 
engine) seperti Google Scholar dan bibliographic 
database seperti Science Direct dan Web of 
Science. Tahap kedua adalah memilih studi-studi 
yang relevan, baik yang menggunakan 
pendekatan kuantitatif (survei, analisis 
profitabilitas ekonomi, dan analisis statistik) 
maupun yang menggunakan metodologi kualitatif 
(observasi, wawancara, diskusi grup terfokus/ 
focus group discussion, dan studi kasus). Studi-
studi yang terpilih fokus pada kopi, dilakukan di 
Indonesia dan di negara-negara produsen kopi 
lainnya (seperti Afrika dan Amerika Latin). Tahap 
ketiga adalah membaca secara detail literatur 
untuk memahami bagaimana komparasi antara 
perspektif tata kelola (governance perspective) 
dan perspektif pembangunan (development 
perspective) tentang kapasitas kemitraan. Poin 
penting dari komparasi adalah orientasi hasil, 
yaitu bagaimana kedua perspektif tersebut 
menilai hasil-hasil kemitraan.  

Secara keseluruhan, literatur yang menjadi 
referensi dalam penelitian ini berjumlah 94 buah 
yang mayoritas (96,8%) dipublikasikan dalam 
rentang tahun 10 tahun terakhir (2014–2024). 
Literatur utama yang dianalisis adalah publikasi 
hasil-hasil penelitian (81 buah atau 86%) dan 
dilengkapi dengan referensi relevan berjenis 
buku (empat buah), laporan (enam buah) dan 
laman web (tiga buah). Penelitian ini 
menggunakan perangkat lunak manajer referensi 
Mendeley untuk mengorganisasikan literatur. 

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN RANTAI 
NILAI KOMODITAS KOPI 

Sebagai komoditas global, kopi 
diperdagangkan secara internasional sehingga 
para petani berhadapan dengan berbagai jenis 
standar dan sertifikasi yang beroperasi secara 
global. Standar dan sertifikasi global dimulai 
dengan perkembangan Organic Movement pada 
tahun 1939, diikuti oleh Fairtrade pada tahun 
1988 dan Rainforest Alliance pada tahun 1991. 
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Satu dekade kemudian, lebih banyak sertifikasi 
diperkenalkan, termasuk Utz Kapeh pada tahun 
2002 (KPMG Sustainability 2013) dan the 
Common Code for the Coffee Community (4C) 
pada tahun 2006 (4C Association 2019). Semua 
skema sertifikasi tersebut memprioritaskan 
aspek produksi kopi berkelanjutan, namun pada 
penekanan yang berbeda. Fairtrade 
berkonsentrasi pada peningkatan aspek sosial 
produksi kopi, sedangkan Utz Kapeh berfokus 
pada efisiensi pertanian dan keterlacakan 
(traceability) kopi (Ibnu 2017; Hajjar et al. 2019). 
Rainforest Alliance memberikan banyak 
perhatian pada aspek lingkungan (Gather and 
Wollni 2022), sementara 4C menekankan 
perlunya pemenuhan kriteria pokok dalam pilar 
pembangunan berkelanjutan (Global Coffee 
Platform/GCP 2017).  

Implementasi standar dan sertifikasi 
menciptakan regulasi baru terkait etika produksi 
dan lingkungan, yang selanjutnya berimplikasi 
pada struktur rantai nilai dan institusi dalam 
sistem produksi kopi di Indonesia (Sustainable 
Coffee Program 2014). Regulasi tersebut 
mendorong perubahan struktural dalam hal 
organisasi petani, hubungan pedagang-petani, 
dan mengakibatkan peningkatan penetrasi ke 
hulu oleh pedagang-pedagang besar 
(perusahaan multinasional) di daerah penghasil 
kopi di seluruh Indonesia. Terdapat potensi 
konsekuensi yang tidak diharapkan dari 
perubahan-perubahan tersebut di masa depan 
seperti peningkatan biaya transaksi di sepanjang 
rantai nilai dan tekanan penurunan harga di 
tingkat petani.  

Saat ini, standar dan sertifikasi telah berubah 
menjadi mekanisme kunci dari kemitraan untuk 
mempromosikan pertanian berkelanjutan 
(Alexander 2020; Silva et al. 2020). 
Berkembangnya kemitraan terkait erat dengan 
adanya tekanan Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM) internasional terhadap bisnis (misalnya 
perusahaan multinasional) untuk menilai kembali 
tanggung jawab mereka terhadap kondisi 
produksi kopi di tingkat petani (Mousavi and 
Bossink 2020). Tuduhan publik tentang 
degradasi lingkungan, pelanggaran terhadap hak 
asasi manusia, dan kemiskinan, yang mulai 
disuarakan sejak pertengahan 1990-an, 
merupakan ancaman nyata bagi reputasi dan 
penjualan perusahaan, terutama bagi produsen 
bermerek (Islam et al. 2021). Banyak perusahaan 
berusaha untuk melindungi bisnis mereka 
dengan terlibat dalam kegiatan tanggung jawab 
sosial, seperti kemitraan dengan petani (Florini 
and Pauli 2018; Martos-Pedrero et al. 2019). 

Studi tata kelola berfokus pada perubahan 
hubungan antara berbagai aktor, termasuk 

pemerintah (aktor negara), bisnis (aktor pasar), 
dan LSM (aktor sipil). Literatur tata kelola 
dicirikan oleh perspektif  top-down, memandang 
bahwa manifestasi dan regulasi kemitraan yang 
melibatkan aktor-aktor (negara, pasar, dan sipil) 
merupakan “tata kelola baru” dalam 
penyelenggaraan negara. Literatur tata kelola 
melihat kemunculan kemitraan sebagai respons 
terhadap melemahnya kapasitas negara 
(pemerintah) untuk memecahkan berbagai 
masalah yang ditimbulkan oleh perubahan 
global, termasuk masalah yang terkait dengan 
pola produksi dan konsumsi internasional 
(Langford 2019). Saat peran negara menurun, 
bisnis (aktor pasar/swasta) justru lebih terlibat 
dalam proses tata kelola untuk mengatasi 
berbagai kesenjangan yang ada, terutama 
karena tidak adanya atau lemahnya peraturan 
pemerintah dalam perdagangan komoditas 
pertanian di pasar global (Cashore et al. 2021). 
Kemitraan dipandang menciptakan hubungan 
saling ketergantungan baru antara aktor, dan 
membuat tindakan pemerintah secara sepihak 
semakin tidak efektif dalam memecahkan 
masalah-masalah terkait globalisasi tersebut (Di 
Gregorio et al. 2019). Kemitraan berpotensi 
mengatasi masalah tata kelola dengan 
menyebarkan nilai-nilai keberlanjutan (sosial, 
ekonomi, dan lingkungan) dalam setiap tingkatan 
rantai nilai kopi. Berdasarkan perspektif tata 
kelola, aturan dan/atau standar  perlu ada dalam 
setiap tahapan kegiatan produksi (dalam rangka 
transfer keterampilan teknis) selain 
pembentukan struktur jejaring/networking (dalam 
rangka penguatan kapasitas institusional). 

Studi pembangunan di sisi lain melihat solusi 
untuk mengatasi permasalahan rantai nilai kopi 
dari perspektif bottom-up. Dipengaruhi oleh 
pergeseran paradigma ekonomi-politik 
pembangunan internasional pada tahun 1990-an 
(Horner 2020), literatur pembangunan memiliki 
argumen bahwa aktor individu (baik itu 
pemerintah, bisnis, maupun pasar) tampaknya 
gagal dan/atau tidak mampu memecahkan 
masalah dalam rantai nilai komoditas pertanian 
(Marx 2019). Kegagalan tersebut perlu diatasi 
dengan kolaborasi multi-aktor, di mana kapasitas 
dari badan-badan pembangunan (seperti LSM) 
dapat digabungkan dengan sumber daya dan 
pengetahuan dari aktor pasar/bisnis (Pattberg et 
al. 2012; Parker et al. 2018; Cashore et al. 2021). 
Literatur pembangunan memiliki pandangan 
bahwa bisnis perlu memiliki peran yang baru dan 
aktif dalam pembangunan. Hal ini sejalan dengan 
wacana baru pembangunan arus utama (new 
mainstream development paradigm) yang 
menekankan interaksi jangka panjang, 
penyelarasan tujuan, dan saling pengertian 
antara aktor yang berbeda sebagai dasar utama 
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untuk perubahan kelembagaan (Zhan 2021). 
Para aktor pasar/bisnis sebelumnya dianggap 
sebagai penerima manfaat pembangunan yang 
“tidak tahu berterima kasih”, namun mereka 
sekarang mulai diakui potensinya untuk 
berkontribusi pada pembangunan (Carroll and 
Brown 2018). Hal ini terlihat menonjol dalam 
rantai nilai kopi, di mana perusahaan-
perusahaan multinasional memiliki pengaruh 
besar pada bagaimana perdagangan kopi 
dilakukan (Ibnu 2017). 

PENDEKATAN KONSEP KEMITRAAN  

Konsep Kemitraan 

Literatur mendefinisikan kemitraan sebagai 
kolaborasi sukarela antara dua aktor atau lebih 
dengan platform yang dilembagakan guna 
mencapai tujuan dan/atau agenda tertentu 
secara kolektif (Arslan et al. 2021).  Dalam rantai 
nilai kopi, kemitraan mempromosikan praktik 
produksi kopi yang berkelanjutan, peningkatan 
akses pasar dan pendapatan bagi petani, serta 
pemberdayaan petani kecil (smallholders) 
(Koopmans et al. 2018; Shelton et al. 2018). 
Bersamaan dan/atau berkombinasi dengan 
kegiatan-kegiatan lain di tingkat produsen 
(petani), kemitraan berpotensi secara langsung 
menangani praktik produksi dan perilaku bisnis 
secara berkelanjutan, sehingga berdampak pada 
perbaikan standar ekonomi, sosial dan 
lingkungan secara lebih luas (Alexander 2020). 
Namun demikian, terdapat berbagai tantangan 
bagi para aktor untuk menciptakan kemitraan 
yang efektif seperti hambatan ideologis dan 
budaya termasuk aspek kognitif dan persepsi 
(Selsky and Parker 2005), dinamika sosial (van 
Hille et al. 2019), masalah legitimasi dan toleransi 
terhadap risiko (Hahn et al. 2015), serta 
kompleksitas teknis dan politik (Seitanidi et al. 
2013). 

Kemitraan memiliki kredensial yang positif, 
namun justru menempatkannya di tengah 
perdebatan tentang jenis pengaturan 
kelembagaan (institutional arrangements) apa 
yang paling menjanjikan untuk mengatasi 
masalah keberlanjutan (sustainability) yang 
kompleks, berlapis-lapis, dan multi-skala 
(Sapkota et al. 2018). Selama dua dekade 
terakhir, kemitraan yang melibatkan para aktor 
dari berbagai sektor (kemitraan lintas sektor) 
telah menarik perhatian para peneliti dan 
menimbulkan perdebatan di dalam berbagai 
studi. Walaupun terdapat konsensus badan-
badan pembangunan internasional tentang 
pentingnya kemitraan (OECD 2007; World Bank 

2007), kapasitas kemitraan untuk menggerakkan 
pembangunan pertanian berkelanjutan masih 
kurang dapat dipahami (Wang et al. 2018; 
Hermans et al. 2019). Literatur bahkan masih 
memperdebatkan tentang dampak kemitraan 
dalam mendorong perubahan berkelanjutan di 
rantai nilai komoditas pertanian (Dentoni et al. 
2018; Barzola Iza et al. 2020). 

Kemitraan (umumnya antara bisnis dengan 
LSM) tampaknya telah menjadi kekuatan di luar 
negara yang mendorong timbulnya tren standar 
dan sertifikasi berkelanjutan  (Bitzer and 
Glasbergen 2015). Kemitraan telah mengalami 
pertumbuhan yang cukup besar sejak akhir 
1990-an, khususnya dalam rantai nilai (value 
chain) komoditas kopi, dengan harapan bahwa 
mekanisme kolaboratif tersebut akan mampu 
mengatasi masalah yang krusial bagi 
pembangunan pertanian berkelanjutan (Florini 
and Pauli 2018; Tian et al. 2021), seperti 
degradasi lingkungan, kemiskinan, dan buruknya 
kondisi kerja petani (Pronti and Coccia 2020). 
Kekhawatiran akan pasokan kopi yang 
berkurang dan pertimbangan untuk 
mengembangkan pasar baru adalah motif 
penting lain dari kemitraan. Selain itu, karena 
kopi diperdagangkan secara internasional, kopi 
dipengaruhi perubahan permintaan global yang 
semakin menuntut produk berkualitas tinggi dan 
etis, serta harapan terciptanya pasar baru yang 
lebih menguntungkan bagi petani (Fischer et al. 
2021). Kemitraan di dalam rantai nilai, terutama 
yang diinisiasi oleh  LSM dan bisnis, dapat 
dipandang sebagai salah satu cara untuk 
memenuhi permintaan global tersebut (Brun et al. 
2020). Kapasitas kemitraan didefinisikan sebagai 
kemampuan kemitraan untuk mempromosikan 
dan menciptakan perubahan berkelanjutan 
dalam rantai nilai kopi.  

Kemitraan Lintas Sektor 

Kebijakan pemerintah tampaknya cenderung 
semakin tidak efektif untuk memberikan 
perlindungan bagi aktor yang lemah seperti 
petani di era perdagangan bebas. Konsep 
kemitraan lintas sektor muncul dengan potensi 
sebagai mekanisme inovatif untuk mengatasi 
kelemahan dan/atau kegagalan aktor tunggal, 
seperti pemerintah, terutama dalam konteks 
globalisasi (Morisson and Doussineau 2019; 
Werhane et al. 2020).  

Kemitraan lintas sektor dicirikan oleh peran 
aktor negara (pemerintah), pasar (bisnis), dan 
masyarakat sipil (LSM) yang saling melengkapi 
sehingga, secara teori memungkinkan 
pembagian kerja, risiko, dan tanggung jawab di 
antara aktor yang berpartisipasi (Vestergaard et 
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al. 2021). Istilah dan/atau konsep kemitraan 
lintas sektor dipergunakan di berbagai bidang, 
mulai dari pembangunan internasional (Martel et 
al. 2021), pertanian/perkebunan dan kehutanan 
(Humphreys et al. 2019; Paunov and Planes-
Satorra 2019) hingga keanekaragaman hayati 
(Stephenson et al. 2021) dan perubahan iklim 
(Doh et al. 2019). Dalam literatur, kemitraan 
lintas sektor memiliki beberapa istilah, seperti 
aliansi para pemangku kepentingan (multi-
stakeholder alliance), kemitraan publik-swasta 
(public-private partnership), jaringan kebijakan 
publik global (global public policy network), dan 
jaringan aksi global (global action network) 
(Calton 2011; McHugh et al. 2012; Hodge and 
Greve 2017; Witte et al. 2017).  

Studi menemukan, bahwa kemitraan lintas 
sektor dalam rantai nilai kopi dapat menstimulasi 
penerapan standar untuk mendapatkan akses 
pasar dan pengembangan sumber daya manusia 
petani untuk mendapatkan sertifikasi (Bitzer et al. 
2013). Dengan mentransfer pengetahuan 
kepada petani, kemitraan menghadirkan sumber 
perubahan teknologi baru yang berpotensi 
meningkatkan pengelolaan lingkungan dan 
manfaat ekonomi (harga kopi) bagi petani 
(Pfisterer and Van Tulder 2021). Namun 
demikian, penekanan kemitraan pada sertifikasi 
memberikan beban keuangan yang lebih tinggi 
bagi organisasi petani sehingga kelompok petani 
sasaran menjadi relatif terbatas. Pada saat yang 
sama, aset-aset lain dari organisasi petani sering 
kali tidak cukup kuat untuk mereka dapat 
beroperasi dengan sukses tanpa dukungan lebih 
lanjut dari pihak eksternal (Dietz et al. 2021). 
Kemitraan lintas sektor dalam rantai nilai kopi 
tampaknya menghadapi dilema antara  
memprioritaskan petani untuk mendapatkan 
sertifikasi dan memberdayakan organisasi petani 
menuju kemandirian. 

KAPASITAS KEMITRAAN DARI PERSPEKTIF 
TATA KELOLA DAN PEMBANGUNAN 

Hasil analisis menunjukkan bahwa literatur 
tata kelola dan literatur pembangunan memiliki 
perspektif yang berbeda terkait kapasitas 
kemitraan dalam mengatasi masalah dalam 
rantai nilai kopi (Tabel 1).  Perbedaan perspektif 
tersebut terdapat dalam hal empat fungsi utama 
kemitraan, yaitu penetapan agenda (agenda-
setting), penetapan aturan (rule-setting), 
implementasi kebijakan (policy implementation), 
dan peningkatan skala (upscaling). 

Penetapan Agenda 

Penetapan agenda (agenda-setting) 
merupakan proses penetapan dan penyebaran 
nilai-nilai keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan 
lingkungan) di sepanjang rantai nilai komoditas 
kopi (Birkland and Schwaeble 2019). Kemitraan 
faktanya cukup rumit dilakukan karena ada 
banyak hubungan (antara produsen dan 
pembeli/pengecer) dalam rantai nilai kopi, dan 
setiap aktor dapat memiliki interpretasi yang 
berbeda tentang nilai-nilai keberlanjutan (van 
Hille et al. 2020). Perbedaan interpretasi tersebut 
menghasilkan beragam pendekatan untuk 
menghadapi tantangan keberlanjutan di dalam 
rantai nilai kopi, seperti bagaimana seharusnya 
menyeimbangkan motif ekonomi dengan 
tanggung jawab sosial dan lingkungan (Dentoni 
et al. 2018; Barzola Iza et al. 2020).  

Perspektif tata kelola memandang bahwa 
fungsi penetapan agenda telah terjadi cukup 
nyata di rantai nilai kopi. Hal tersebut terlihat dari 
adanya konsensus di antara para pemangku 
kepentingan bahwa nilai-nilai berkelanjutan perlu 
diimplementasikan dengan menghilangkan 
praktik-praktik yang tidak dapat diterima dalam 
produksi dan perdagangan kopi. Praktik-praktik 
yang tidak dapat diterima termasuk 

Tabel 1. Perbedaan perspektif tata kelola dan perspektif pembangunan tentang kapasitas kemitraan 

Fungsi Utama Kemitraan Perspektif Tata Kelola Perspektif Pembangunan 

Penetapan agenda  Positif dengan adanya konsensus 
stakeholder. 

Rentan disalahgunakan oleh aktor yang 
kuat di rantai nilai. 

Penetapan aturan  Positif dengan adanya koordinasi 
baru berbasis pasar di rantai nilai. 

Menciptakan hambatan bagi petani untuk 
mengakses pasar ekspor yang lebih 
menguntungkan. 

Implementasi kebijakan  Positif dengan menghadirkan 
perubahan teknologi.  

Perubahan belum menyentuh aspek 
mendasar yaitu pemberdayaan petani dan 
organisasinya. 

Peningkatan skala  Positif dengan perluasan akses 
informasi. 

Legitimasi dan keberlanjutan kemitraan 
dipertanyakan. 

Sumber: hasil analisis  
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mempekerjakan anak belum cukup umur, 
perbudakan dan/atau eksploitasi berlebihan 
terhadap pekerja, penebangan hutan lindung, 
dan penggunaan bahan kimia (pupuk dan 
pestisida) secara berlebihan (4C Association 
2019). Perspektif tata kelola menganggap bahwa 
LSM dan bisnis memiliki peran penting dalam 
fungsi penetapan agenda. LSM merupakan mitra 
yang berpengetahuan dan kredibel, sementara 
bisnis (seperti perusahaan multinasional) telah 
aktif menunjukkan kepemimpinan dalam fungsi 
penetapan agenda kemitraan (Dentoni et al. 
2018; Gallo et al. 2023).  

Perspektif pembangunan melihat bahwa 
kemitraan melakukan fungsi penetapan agenda 
dalam kerangka persetujuan pemangku 
kepentingan (Lambin and Thorlakson 2018). 
Kemitraan pada umumnya didukung oleh para 
pemangku kepentingan yang kuat, terutama 
perusahaan-perusahaan besar multinasional 
(Lambin and Thorlakson 2018). Sebagai pembeli 
utama kopi, dalam struktur pasar yang 
cenderung oligopsoni, perusahaan-perusahaan 
besar memiliki daya tawar yang kuat untuk 
“memaksa” petani melakukan perubahan praktik 
pertanian. Dengan demikian, struktur 
kelembagaan di rantai nilai kopi saat ini 
memungkinkan kemitraan menggerakkan 
perubahan reformis dengan relatif mudah dalam 
skala yang besar. Namun, strategi dan/atau 
model perubahan seperti ini berisiko 
mengabaikan beberapa penyebab mendasar 
dari masalah di rantai nilai komoditas kopi, 
seperti kekuatan yang signifikan dari 
perusahaan-perusahaan besar, yang kemudian 
cenderung menciptakan ketidakseimbangan 
sumber daya dan hubungan antara pembeli dan 
produsen (Grabs and Carodenuto 2021). Selain 
itu, terbatasnya pilihan pasar dan lemahnya 
kapasitas petani untuk meningkatkan nilai 
tambah bagi produknya dapat mengarah ke 
kondisi eksploitasi di tingkat produksi (Grabs 
2020). Kemitraan justru belum melakukan 
perubahan yang lebih mendasar, seperti pola 
pikir petani. Oleh karena itu, perspektif 
pembangunan memandang bahwa pendekatan 
reformis semacam kemitraan mungkin dapat 
mengubah beberapa praktik produksi pertanian 
secara garis besar (mainstream), namun rentan 
dimanfaatkan untuk memastikan dan 
memproyeksikan prioritas ekonomi pemangku 
kepentingan yang kuat (seperti perusahaan-
perusahaan besar) di dalam rantai nilai (Bitzer 
and Schouten 2023). 

Penetapan Aturan 

Penetapan aturan (rule-setting) merupakan 
penciptaan norma dan/atau standar baru dalam 

produksi, pengolahan, dan perdagangan kopi. 
Berbeda dengan kegiatan-kegiatan spontan dan 
tidak terkoordinasi, aktivitas-aktivitas yang 
didukung dengan penetapan aturan memiliki 
peluang keberhasilan yang lebih tinggi, dan 
dapat diterapkan dalam jangka waktu yang lama 
(Rayner et al. 2021; Arnold 2022). 

Perspektif tata kelola melihat munculnya 
standar dan sertifikasi berkelanjutan yang 
diprakarsai oleh aktor non-negara/swasta 
sebagai penetapan “aturan baru” dalam produksi 
pertanian (perusahaan dan LSM). Standar dan 
sertifikasi telah mengalami proliferasi yang cukup 
besar di rantai nilai komoditas pertanian 
(khususnya kopi) selama 20 tahun terakhir. 
Sebagai mekanisme kunci kemitraan, standar 
dan sertifikasi memulai fungsi penetapan aturan 
dengan mengubah koordinasi para aktor (Grabs 
and Carodenuto 2021; Dietz and Grabs 2022). 
Koordinasi para aktor dalam model kemitraan  
merupakan tipe koordinasi berbasis pasar yang 
bertujuan untuk memecahkan masalah tentang 
ketidakpastian kualitas produk. Koordinasi 
berbasis pasar menginternalisasi nilai-nilai sosial 
dan lingkungan ke dalam proses produksi dan 
perdagangan sehingga meyakinkan konsumen 
bahwa kopi dihasilkan sesuai dengan nilai-nilai 
keberlanjutan (Glasbergen 2018). Struktur 
kelembagaan di rantai nilai kopi saat ini 
mendukung koordinasi berbasis pasar yang 
dilakukan perusahaan-perusahaan besar dan 
industri (dengan memanfaatkan standar dan 
sertifikasi) untuk mencapai tujuan bisnis mereka, 
seperti pengembangan pasar dan penguatan 
merek. Dengan demikian, tata kelola rantai nilai 
kopi yang ada telah berubah menjadi tata kelola 
rantai nilai baru yang dikoordinasikan dan/atau 
dikontrol oleh perusahaan besar (Nguyen and 
Sarker 2018).  

Perspektif pembangunan sebaliknya melihat 
bahwa fungsi penetapan aturan melalui standar 
dan sertifikasi memberikan masalah lain bagi 
petani. Meskipun standar dan sertifikasi 
memberikan manfaat (misalnya, mengubah 
praktik pertanian ke arah yang lebih baik), 
standar dan sertifikasi tampaknya telah 
menciptakan hambatan (non-tariff barrier) bagi 
petani kecil untuk masuk ke pasar ekspor yang 
lebih menguntungkan (Ibnu et al. 2020). 
Hambatan bagi petani bersumber dari dua hal, 
yaitu kurangnya kemampuan (pengetahuan dan 
keahlian) untuk memenuhi tuntutan 
(aturan/kriteria) standar dan lemahnya sumber 
daya (finansial) untuk menutupi biaya sertifikasi. 
Hasil-hasil penelitian empiris menunjukkan 
bahwa standar dan sertifikasi belum berdampak 
signifikan dan konsisten bagi kesejahteraan 
ekonomi petani kopi (van Rijsbergen et al. 2016; 
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Dietz et al. 2020). Selain itu, terdapat bukti bahwa 
telah terjadi bias seleksi, yaitu kemitraan 
memfokuskan dukungan pada golongan petani 
tertentu yang dianggap mampu memenuhi 
standar (van Hille et al. 2020). Terkait biaya 
sertifikasi, hasil-hasil studi sepakat bahwa 
sertifikasi menimbulkan beban keuangan yang 
besar pada pengadopsi standar, yaitu petani 
atau organisasi petani (Glasbergen 2018; 
Starobin 2021; d’Albertas et al. 2023). Kemitraan 
tidak selalu mengakomodasi biaya sertifikasi, 
tetapi petani sendiri yang bertanggung jawab 
untuk memastikan bahwa mereka memiliki 
sertifikat untuk menunjukkan kepatuhan mereka 
terhadap standar. Kurangnya dana yang tersedia 
untuk menutupi biaya sertifikasi menciptakan 
kesulitan besar bagi organisasi petani (Kangile et 
al. 2021), dan dalam banyak kasus sertifikasi 
justru memperkuat ketergantungan mereka pada 
pihak eksternal, seperti perusahaan-perusahaan 
eksportir yang membiayai sertifikasi (Fouilleux 
and Loconto 2017; Bager and Lambin 2020) 
sehingga petani tidak menerima sertifikat, 
mereka hanya menjalankan praktik berdasarkan 
aturan standar dan sertifikasi jika mereka ingin 
menjual kopinya ke perusahaan yang membiayai 
sertifikasi tersebut (Ibnu 2017). 

Implementasi Kebijakan  

Implementasi kebijakan (policy 
implementation) menggambarkan proses 
penerapan standar dan nilai-nilai berkelanjutan 
dalam setiap tahapan kegiatan produksi kopi di 
tingkat petani. Hal tersebut dilakukan melalui 
pelatihan keterampilan dan manajemen usaha 
tani untuk meningkatkan kemampuan petani 
melakukan praktik pertanian yang baik (good 
agricultural practices) (Ibnu et al. 2018). Sesuai 
dengan premis teori perubahan, produksi yang 
berkelanjutan diharapkan dapat dicapai dan 
selaras dengan permintaan pasar global.  

Perspektif tata kelola melihat sisi positif 
kemitraan dalam fungsi implementasi kebijakan, 
yaitu menghadirkan perubahan teknologi di 
dalam rantai nilai kopi di negara berkembang, di 
mana banyak petani tidak memiliki akses ke 
informasi dan layanan penyuluhan yang 
memadai (Ibnu et al. 2018; Ibnu 2019; Ibnu 
2022). Dengan demikian, kemitraan dianggap 
dapat memenuhi tugas yang umumnya adalah 
tanggung jawab pemerintah dan perangkat 
penyuluhannya. 

Perspektif pembangunan sebaliknya melihat 
kemitraan belum dapat melengkapi dan/atau 
mengombinasikan perubahan berbasis teknologi 
dengan tipe perubahan yang lebih berpusat pada 
manusia, seperti penguatan dan/atau 

pemberdayaan organisasi petani  (van Hille et al. 
2020). Walaupun kemitraan pada umumnya 
melibatkan organisasi petani, organisasi petani 
tidak dapat mempengaruhi secara signifikan 
proses dan hasil kemitraan. Organisasi petani 
dianggap sebagai penerima intervensi 
kemitraan, bukan anggota yang sejajar atau 
anggota yang “diperhitungkan” dalam kemitraan. 
Organisasi petani sering kali dipilih oleh inisiator 
kemitraan berdasarkan hubungan yang sudah 
ada, dan mereka jarang terlibat dalam 
perencanaan/desain kemitraan (Navarrete-Cruz 
et al. 2020).  

Kemitraan tampaknya telah menyadari situasi 
sulit organisasi petani (seperti kurangnya sumber 
daya manusia dan modal) dan sering 
melaksanakan kegiatan pelatihan untuk 
meningkatkan keterampilan manajerial dan 
administrasi bisnis (Ibnu et al. 2018). Namun, 
fokus kegiatan kemitraan pada pelatihan petani 
tampaknya belum cukup untuk mengakomodasi 
kondisi dan kebutuhan organisasi petani yang 
bervariasi dalam tingkat kematangan dan 
kemampuan anggota-anggotanya (Grashuis and 
Skevas 2023). Selain itu, aktor-aktor lain 
(terutama pemerintah) dari negara-negara 
produsen kopi kurang terwakili dalam kemitraan, 
sedangkan aktor-aktor dari negara-negara 
konsumen (terutama perusahaan multinasional) 
memiliki posisi yang substansial dan sumber 
daya yang kuat sehingga mampu memengaruhi 
desain/arah kemitraan (Barreto Peixoto et al. 
2023). Hal ini menyiratkan bahwa kemitraan 
belum mengekspresikan rekonsiliasi 
kepentingan yang setara, tetapi lebih merupakan 
salah satu pendekatan manajerial terhadap 
tantangan keberlanjutan di dalam rantai nilai kopi 
(Grabs and Carodenuto 2021). Dengan 
demikian, kapasitas kemitraan masih terbatas 
untuk memperkuat posisi aktor lokal (terutama 
organisasi petani) sebagai salah satu aktor 
penting dalam rantai nilai kopi. 

Peningkatan Skala 

Peningkatan skala (upscaling) mengacu pada 
perluasan efek kemitraan, di mana pihak-pihak 
yang lebih mapan (misalnya dalam hal sumber 
daya dan kemampuan bisnis) terhubung dengan 
pihak-pihak lainnya yang lebih lemah sehingga 
dapat memberikan dukungan yang diperlukan 
(Westermann et al. 2018). Perspektif tata kelola 
melihat penyebaran informasi merupakan fungsi 
peningkatan skala yang penting yang 
berkontribusi pada konvergensi praktik kemitraan 
sehingga praktik tersebut meluas dan dapat 
diterima secara umum. Perspektif tata kelola juga 
menyadari pentingnya jaringan kemitraan dalam 
rangka perluasan skala. Hal ini belum tampak 
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nyata untuk kopi, tetapi telah dilaksanakan untuk 
kakao misalnya melalui World Cocoa Foundation 
(WCF). World Cocoa Foundation mengarahkan 
kemitraan pada tujuan jejaring untuk menopang 
upaya keberlanjutan dari industri kakao secara 
keseluruhan (Ingram et al. 2018). Pembentukan 
jejaring dalam kemitraan hanya dimungkinkan 
jika masalah persaingan (misalnya, antarskema 
standar dan sertifikasi) dapat dihindarkan 
(Glasbergen 2018). 

Perspektif pembangunan melihat kapasitas 
kemitraan untuk melakukan fungsi perluasan 
skala terkendala oleh fokus kegiatan kemitraan 
pada sertifikasi dan pelaksanaan kegiatan 
seperti proyek dalam jangka waktu yang 
terbatas. Fokus pada sertifikasi dikaitkan dengan 
beban keuangan yang tinggi bagi organisasi 
petani sehingga kelompok petani yang menjadi 
sasaran relatif terbatas (Rich et al. 2018). Sifat 
seperti proyek dari kegiatan kemitraan 
tampaknya membatasi kapasitas kemitraan 
untuk mempromosikan perubahan teknologi dan 
mengabaikan pentingnya memberdayakan 
petani kecil dan organisasi mereka agar mampu 
menentukan sendiri penyerapan dan 
peningkatan kegiatan kemitraan. Selain itu, 
pergeseran penyediaan teknologi dari lembaga 
publik (pemerintah) ke kemitraan (yang dimotori 
swasta) menimbulkan pertanyaan tentang peran 
dan tanggung jawab lembaga pemerintah dari 
negara produsen setelah kegiatan kemitraan 
dihentikan (Casady et al. 2020). Lembaga publik 
lokal hampir tidak terlibat dalam kemitraan di 
rantai nilai kopi, sehingga legitimasi dan 
kapasitas kemitraan masih diragukan dalam hal 
melembagakan perubahan berkelanjutan yang 
diinginkan (Ibnu et al. 2018).  

KAPASITAS KEMITRAAN BERDASARKAN 
HASIL-HASIL STUDI EMPIRIS TENTANG 

STANDAR DAN SERTIFIKASI 

Penelitian empiris menunjukkan bahwa alih 
teknologi dan penerapan praktik pertanian yang 
baik, yaitu sesuai aturan standar dan sertifikasi, 
paling tidak memberikan empat manfaat bagi 
petani. Pertama, penggunaan metode produksi 
yang lebih baik telah meningkatkan kualitas hasil 
produksi dan produktivitas kopi petani (Akoyi and 
Maertens 2018). Kedua, praktik pertanian yang 
baik telah meningkatkan pengelolaan 
lingkungan, seperti konservasi sumber daya 
tanah dan air, penurunan penggunaan pestisida 
terlarang, dan pemeliharaan hutan lindung 
(Kangile et al. 2021). Ketiga, kemitraan dianggap 
telah mampu meningkatkan kondisi kerja di 
tingkat produksi dan mengesampingkan praktik 

yang tidak dapat diterima, seperti 
memperkerjakan anak di bawah umur 
(Prihandono and Relig 2019). Keempat, 
sertifikasi dapat meningkatkan pendapatan 
petani, karena sering dikaitkan dengan 
pemberian harga premium (Dietz et al. 2021). 

Namun demikian, adanya beban sertifikasi, 
termasuk biaya dan risiko keuangan lainnya, 
menyebabkan manfaat sertifikasi bagi petani 
sering kali tidak pasti terutama karena kurangnya 
jaminan tentang harga dan peningkatan akses 
pasar. Sebagian besar standar dan sertifikasi 
hanya menawarkan harga premium fleksibel 
yang dapat dinegosiasikan, terlepas dari berhasil 
atau tidaknya negosiasi yang terjadi (Wahyudi et 
al. 2020). Standar seperti Fairtrade memberikan 
jaminan harga minimum, tetapi pendekatan ini 
ditolak oleh sebagian besar skema sertifikasi 
(Naegele 2020; Bitzer and Schouten 2023). 
Skema sertifikasi umumnya lebih berorientasi 
pada pembentukan harga berbasis pasar. 

Pembentukan harga berbasis pasar 
menghendaki premi untuk produk bersertifikat 
didasarkan pada proses dan kualitas produk, 
kapasitas negosiasi, dan kelangkaan (Bermudez 
et al. 2022). Dua kriteria terakhir membuat petani 
sulit menerima premi yang tinggi. Di satu sisi, 
kapasitas negosiasi petani dan organisasi 
mereka umumnya sangat terbatas karena 
kurangnya sumber daya dan keterampilan 
manajerial. Di sisi lain, kopi bersertifikat 
cenderung tidak langka (karena telah mengalami 
kelebihan pasokan), sedangkan standar tidak 
berfungsi sebagai jaminan untuk meningkatkan 
akses pasar dalam menghadapi keterbatasan 
kapasitas pasar untuk menyerap kopi 
bersertifikat. Pasar kopi bersertifikat baru 
mencapai sekitar 35% dari pasar kopi dunia 
(Voora et al. 2019).  Hal ini menyiratkan bahwa 
hanya sebagian petani yang dapat benar-benar 
menerima manfaat dari kopi bersertifikat yang 
dihasilkannya. Selain itu, karena pasokan 
melebihi permintaan, harga premium yang terkait 
dengan kopi bersertifikat cenderung menurun. 
Standar dan sertifikasi tampaknya belum 
menggerakkan redistribusi pendapatan (yang 
adil dan berpihak pada petani) secara signifikan 
di sepanjang rantai nilai kopi (Glasbergen 2018). 
Dengan demikian, hasil-hasil studi (terutama dari 
perspektif pembangunan) menyiratkan bahwa 
masih ada setidaknya dua pertanyaan kritis bagi 
standar dan sertifikasi, yaitu terkait kapasitasnya 
melakukan perubahan berkelanjutan dan 
kesesuaiannya sebagai model bisnis bagi petani 
kecil. 

Layanan penyuluhan publik untuk petani kopi 
masih terbatas sehingga petani memiliki 
pemahaman yang terbatas pula tentang praktik 
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pertanian yang baik, organisasi petani yang 
lemah, dan cenderung menolak perubahan 
(Glasbergen 2018; Wahyudi et al. 2020). 
Langkah-langkah untuk memperkuat organisasi 
petani telah diterapkan berdasarkan panduan 
standar tetapi tingkat keberhasilannya tidak 
merata. Permasalahan terkait organisasi petani 
agak sulit untuk ditangani karena penyebab 
masalahnya tidak ditangani, seperti 
kepemimpinan yang tidak kompeten dan 
lemahnya motivasi petani untuk berorganisasi 
(Ibnu et al. 2018). Faktanya, banyak dari 
organisasi petani yang hanya berstatus 
“terdaftar” dalam lembaga pemerintah terkait, 
namun tidak berfungsi dengan baik dan mungkin 
sulit mencapai kematangan dalam jangka 
pendek (Wiguna et al. 2019; Elhakim and Leovita 
2020). 

Pemerintah pusat tampaknya lebih memilih 
pendekatan top-down dalam pembentukan 
organisasi formal di sektor pertanian (seperti, 
kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan 
koperasi) sehingga terkesan agak mengabaikan 
permasalahan yang terjadi di tingkat daerah, 
sedangkan pemerintah daerah  belum menjadi 
inisiator dalam pengembangan organisasi petani 
(Syahyuti et al. 2014). Cita-cita pemberdayaan 
mungkin menjadi bagian dari retorika kemitraan, 
tetapi sebagian besar menghilang dalam praktik 
(Grabs 2020). Semua kekurangan tersebut 
tampaknya berkontribusi pada lemahnya 
pemahaman petani tentang konsep 
keberlanjutan, sehingga standar dan sertifikasi 
terinternalisasi dengan lemah dalam praktik 
petani sehari-hari. Hal ini berhubungan erat 
dengan kenyataan bahwa  tingkat adopsi 
sertifikasi oleh petani kopi Indonesia masih 
cukup rendah (hanya 7% dari total kopi yang 
diekspor Indonesia bersertifikat) (Sustainable 
Coffee Program 2014) dan menunjukkan tren 
penurunan (kopi bersertifikat dari Indonesia turun 
12% pada tahun 2021) (Rainforest Alliance 
2022). 

Standar dan sertifikasi yang didesain dalam 
konteks global harus berhadapan dengan para 
petani yang beroperasi pada konteks lokal. Para 
petani kopi berada dalam ruang lingkup lokal, 
dimana determinan keputusan petani (farm-gate 
decision) cukup kompleks, tidak  dipengaruhi 
oleh aspek teknis budi daya semata tetapi 
dipengaruhi juga oleh pertimbangan ekonomi 
yang merupakan perpaduan antara variabel on-
farm (misalnya, ketersediaan input) dan off-farm 
(misalnya, keluarga dan pekerjaan sampingan) 
(Ibnu 2019). Salah satu fenomena yang sering 
terjadi adalah petani mulai menjual kopi mereka 
dalam dua minggu pertama setelah panen ke 
pengumpul atau pedagang lokal (Ibnu 2017). 

Pada umumnya petani hanya melakukan 
pengeringan seadanya di atas terpal atau lantai 
jemur tanpa pengolahan lanjutan (pengupasan 
atau penggilingan). Petani memiliki beberapa 
alasan, namun secara umum alasan yang 
diungkapkan adalah untuk mendapatkan 
penghasilan secara cepat guna memenuhi 
kebutuhan pokok (Ibnu 2019). Situasi ini 
merefleksikan bahwa banyak petani tidak 
terhubung dengan pasar yang lebih 
menguntungkan yang menyeimbangkan antara 
kualitas dan harga (Glasbergen 2018).  

Standar dan sertifikasi global seharusnya 
dapat membatasi perilaku perusahaan dan 
memverifikasi kepatuhan mereka terhadap nilai-
nilai keberlanjutan. Namun, implementasi 
standar dan sertifikasi tampaknya justru 
menciptakan ketidakseimbangan kekuatan di 
dalam hubungan baru yang terbentuk antara 
petani dan perusahaan pembeli besar (Dietz et 
al. 2021). Selain  beroperasi dengan fondasi 
partisipasi (petani) yang lemah, standar dan 
sertifikasi global terlihat masih berjuang dengan 
defisit legitimasi dan akuntabilitas (Lie 2021). Hal 
tersebut tercermin dari respons negara-negara 
berkembang, sebagai penghasil produk 
pertanian, dengan membentuk standar dan 
sertifikasi nasional (sebagai kontra inisiatif atau 
inisiatif tandingan) dari standar dan sertifikasi 
global yang digagas bisnis dan LSM yang berasal 
dari dunia barat (Ibnu et al. 2020; Marques and 
Eberlein 2021).  

Kontra inisiatif ini muncul karena kelompok 
pemangku kepentingan di negara berkembang 
tidak puas atau merasa dirugikan dengan hasil 
standar dan sertifikasi dunia barat (Choiruzzad et 
al. 2021). Indonesia merupakan salah satu 
negara terdepan (front-runner) yang menggagas 
kontra inisiatif ini, terutama melalui ISPO 
(Indonesian Sustainable Palm Oil). Indonesian 
Sustainable Palm Oil telah diterapkan untuk 
sawit, dan kemudian muncul gagasan tentang 
ISCoffee (Indonesian Standard Coffee) untuk 
kopi, dan ISCocoa (Indonesian Standard Cocoa) 
untuk kakao. Namun demikian, inisiatif tandingan 
ini tampaknya akan menambah kompleksitas 
tata kelola di rantai nilai kopi dan masih terdapat 
keraguan terkait legitimasinya di pasar 
internasional (Ibnu et al. 2020; Bitzer and 
Schouten 2023). Saat ini belum ada kepastian 
tentang penerapan ISCoffee untuk berkompetisi 
dengan standar global. Pemerintah tampaknya 
lebih mendorong tumbuhnya sertifikasi kopi 
berbasis Standar Nasional Indonesia/SNI 
(seperti sertifikasi organik) dan sertifikasi 
berbasis ciri khas wilayah (seperti sertifikasi 
Indikasi Geografis). 
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KEBIJAKAN KEMITRAAN : PELAJARAN 
BAGI TATA KELOLA RANTAI NILAI KOPI  

DI INDONESIA 

Hasil-hasil studi empiris yang telah diuraikan 
di atas dapat ditafsirkan sebagai “konteks 
disinsentif” implementasi kemitraan melalui 
standar dan sertifikasi dalam tata kelola rantai 
nilai kopi di Indonesia. Penafsiran tersebut 
sejalan dengan fakta bahwa kemitraan adalah 
perwujudan dari agenda neoliberal. Agenda ini 
digerakkan oleh motif ekonomi, yaitu efisiensi 
perusahaan swasta dan solusi berbasis pasar 
untuk mengakomodasi isu dan/atau masalah 
sosial dan lingkungan.  

Kemitraan mencerminkan agenda neoliberal 
dalam tiga hal. Pertama, kemitraan 
mencerminkan (dan juga mempromosikan) 
peningkatan kepentingan bisnis dan lembaga 
swadaya masyarakat (LSM). Hal ini menjadikan 
kemitraan rentan untuk hanya mewakili 
kepentingan bisnis dan golongan masyarakat 
tertentu saja. Kedua, kemitraan (baik langsung 
maupun tidak langsung) melemahkan peran 
negara karena pemerintah dari negara-negara 
produsen kopi hampir tidak terlibat/terwakili 
dalam kemitraan. Kemitraan berusaha bertindak 
sebagai agen perubahan berkelanjutan di tingkat 
global (di pasar internasional) dan lokal (di tingkat 
petani), tetapi cenderung “menghilang” di tingkat 
nasional (negara). Usaha-usaha untuk 
mengecualikan pemerintah nasional dalam 
model/gagasan pembangun pertanian semakin 
tampak, karena keputusan penting mengenai 
komoditas pertanian sering dibuat jauh dari 
negara produsen komoditas tersebut. Misalnya, 
harga kopi tidak ditentukan oleh pemangku 
kepentingan negara produsen tetapi oleh pihak 
bisnis berdasarkan bursa komoditas di London 
(kopi Robusta) dan New York (kopi Arabika). 
Ketiga, kemitraan mewakili pendekatan 
manajerial untuk memecahkan tantangan 
keberlanjutan, tercermin dari popularitas standar 
dan sertifikasi di dalam kemitraan. Namun, 
standar tidak bersifat netral, melainkan 
melambangkan praktik sosial baru yang memiliki 
implikasi ambigu bagi petani dan berfungsi untuk 
fokus pada isu-isu tertentu (misalnya, perubahan 
teknologi), namun mengalihkan perhatian dari 
isu-isu lain (misalnya, penguatan kapasitas 
negosiasi petani).   

Namun demikian, potensi kemitraan tidak bisa 
begitu saja diabaikan. Dalam kasus spesifik, 
kemitraan terbukti mampu mendorong petani 
meningkatkan produksi dan kualitas kopi, 
meningkatkan sistem tata kelola dalam kelompok 
petani, menarik layanan pengembangan 
masyarakat, dan melakukan diversifikasi ke 

kegiatan kewirausahaan lainnya (Sengere et al. 
2019). Secara umum, salah satu pelajaran 
penting yang bisa diambil dari kemitraan di rantai 
nilai kopi adalah bahwa wacana kemitraan 
membuat kemajuan dalam konteks dialog 
pembangunan sebagai sarana untuk 
meningkatkan penghidupan masyarakat agraris. 
Pelajaran lainnya adalah bahwa terdapat faktor-
faktor utama yang berkontribusi terhadap 
kerentanan dalam rantai nilai kopi yang tidak bisa 
diabaikan(seperti pendidikan yang buruk, kondisi 
politik dan ekonomi yang kompleks dan tidak 
stabil di suatu negara, ketidakstabilan pasar dan 
harga, kurangnya kemampuan perdagangan dan 
kekuatan negosiasi, asimetri informasi, dan 
perubahan iklim). Oleh karena itu, daripada fokus 
pada standar dan sertifikasi, kerja sama dan/atau 
kemitraan antara bisnis, LSM, dan petani perlu 
diarahkan pada proyek penciptaan nilai bersama 
(value co-creation projects) dengan tujuan utama 
mengatasi kerentanan dan meningkatkan 
penghidupan (livelihoods) petani dan para 
pekerja perkebunan kopi (Candelo et al. 2018).  
Proyek penciptaan nilai bersama berupaya 
mengatasi kerentanan melalui penggabungan 
kepentingan (joining of interest) antar-pemangku 
kepentingan, membangun dialog, dan 
melibatkan pemangku kepentingan dalam 
pengambilan keputusan. 

PENUTUP  

Kemitraan merupakan respons terhadap 
berbagai tantangan keberlanjutan yang timbul 
akibat lemahnya koordinasi pemerintah dan 
pasar di dalam rantai nilai komoditas pertanian. 
Perspektif tata kelola umumnya memandang 
kemitraan memiliki dampak yang positif dan 
mempunyai kapasitas sebagai inisiator dan agen 
perubahan di sepanjang rantai nilai, khususnya 
kopi. Perspektif pembangunan, sebaliknya 
menganggap kemitraan memiliki kapasitas yang 
lemah dalam hal mempromosikan perubahan 
yang berkelanjutan karena hanya fokus pada 
perubahan yang bersifat parsial. Dampak 
kemitraan (standar dan sertifikasi) masih ambigu 
terutama dalam hal pemberdayaan petani kecil, 
baik dalam hal ekonomi maupun terkait 
organisasi. Studi-studi dalam untaian literatur 
pembangunan pada umumnya masih meragukan 
kapasitas kemitraan dalam membawa 
perubahan ke arah yang lebih berkelanjutan.  

Kesimpulan yang berbeda tentang kapasitas 
kemitraan tersebut terkait dengan fakta bahwa 
kemitraan adalah perwujudan dari agenda 
neoliberal. Motif agenda neoliberal menyiratkan 
bahwa kemitraan menggunakan pandangan 
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pragmatis dalam mengajar perubahan 
berkelanjutan. Namun, pandangan ini 
menjadikan kemitraan justru belum mampu 
sepenuhnya menangkap sifat kondisional dan 
kontekstual dari pembangunan pertanian. 
Kemitraan secara teori mungkin tidak keliru, 
namun secara nyata belum cukup berkontribusi 
dalam memberikan solusi bagi berbagai 
kesenjangan di struktur rantai nilai komoditas 
pertanian, khususnya kopi.  

Dengan demikian, rekonseptualisasi 
kemitraan dan asumsi yang mendasarinya 
adalah suatu hal yang perlu dilakukan, terutama 
untuk mengubah cara kemitraan membangun 
hubungan antara bisnis dan pelaku 
pembangunan pertanian lainnya terutama petani 
dan pemerintah. Implikasinya adalah kemitraan 
perlu mengadopsi model bisnis yang inklusif 
dengan melibatkan semua pemangku 
kepentingan, terutama aktor-aktor dari negara 
produsen kopi. Kemitraan perlu dibangun 
dengan perspektif bottom-up, yang 
mempertimbangkan situasi dan konteks lokal, 
daripada menekankan pendekatan manajerial 
yang fokus pada bagaimana menjalankan dan 
memperluas kemitraan.   

Selain itu, partisipasi dalam standar dan 
sertifikasi perlu dipermudah bagi petani, karena 
beragamnya skema sertifikasi telah 
menyebabkan kebingungan petani. Penelitian 
selanjutnya dapat menganalisis bagaimana 
standar dan sertifikasi yang berbeda dapat 
diharmonisasi sehingga terbentuk satu set 
standar yang disepakati secara internasional. 
Studi selanjutnya juga perlu mengeksplorasi 
bagaimana kemitraan yang digagas oleh 
pemangku kepentingan kopi nasional (seperti 
ISCofee, ISCocoa, dan ISPO) dapat memiliki 
legitimasi yang lebih kuat di dunia internasional. 
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